Assalamu’alaikaum Wr. Wb.,
Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,

Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi I DPR RI,

Yang terhormat Deputi Perundang-undangan Setjen DPR RI beserta seluruh jajaran tim ahli Setjen DPR RI,

Hadirin sekalian yang kami muliakan, 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk hadir pada rapat hari ini, dalam agenda mendengarkan keterangan/penjelasan pengusul atas pengajuan RUU tentang Intelijen Negara. 
Seperti yang telah dijadwalkan oleh Badan Legislasi, pada kesempatan rapat hari ini kami akan menyampaikan hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara kepada Badan Legislasi untuk kemudian dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang sesuai dengan mekanisme penyusunan undang-undang sebagaimana diatur di dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Bahwa berdasarkan Prolegnas 2010, diamanatkan untuk disusun Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen. Untuk itu, Komisi I telah berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara, sebagaimana yang akan kita bahas saat ini. 
Untuk keperluan penyusunan Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara ini, kami telah menyelenggarakan berbagai rapat  dengar pendapat umum dan berdiskusi dengan para pakar, praktisi, dan narasumber terkait untuk mendapat tanggapan dan masukan terhadap substansi penyusunan RUU ini. Bahwa berdasarkan hasil diskusi, tanggapan, dan masukan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dengan didampingi oleh tim asistensi dari Deputi Perundang-undangan dan Peneliti Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan beberapa kali rapat internal untuk menyusun rumusan draft RUU tentang Intelijen Negara berikut penjelasan beserta Naskah Akademiknya. Rapat-rapat internal tersebut juga telah melalui mekanisme mendapatkan pandangan dan masukan dari masing-masing Fraksi.
Hadirin yang kami muliakan, 
Bahwa aktivitas Intelijen pada saat menjelang dan setelah kemerdekaan Indonesia, menunjukkan bahwa memang telah terbentuk badan-badan Intelijen. Badan-badan Intelijen tersebut terus tumbuh sejalan dengan kebutuhan maupun perkembangan situasi sampai dengan saat ini. Dengan adanya situasi dan kondisi perkembangan globalisasi antara lain tentang demokratisasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan akuntabilitas dunia yang semakin transparan, maka Intelijen Negara Republik Indonesia harus mampu menghadapi tuntutan-tuntutan perubahan tersebut. Dalam hal ini, diperlukan suatu payung hukum bagi Intelijen Negara dalam melakukan tugasnya. Dengan adanya payung hukum tersebut maka aktivitas Intelijen dapat terkoordinasi secara tertib dan efektif, lebih memiliki keabsahan di mata rakyat yang semakin kritis, menghargai prinsip universal tentang hak asasi manusia, serta mampu mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik.
Hadirin yang kami muliakan,  
Landasan Filosofis dan Sosiologis dalam RUU tentang Intelijen Negara ini adalah bahwa negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional dan sejalan dengan perubahan, dan perkembangan situasi, perlu untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang luas. Bahwa untuk melakukan deteksi dini dan mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman tersebut, diperlukan adanya Intelijen Negara yang profesional serta penguatan kerjasama dan koordinasi Intelijen Negara yang telah ada selama ini dengan sekaligus mendukung tegaknya hukum, nilai-nilai demokrasi dengan menegakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Hadirin yang kami muliakan, 

Bahwa Sistematika dalam RUU tentang Intelijen Negara yang telah kami susun ini terbagi kedalam 9 BAB dan 46 Pasal dengan rincian sebagai berikut:
BAB I
: Ketentuan Umum
Terdiri atas 2 Pasal, yaitu Pasal 1 mengenai ketentuan umum dan Pasal 2 mengenai asas-asas Intelijen Negara. 
BAB II
: Hakikat, Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup Intelijen Negara

Terdiri atas 4 Pasal, yaitu Pasal 3 sampai dengan Pasal 6. Fungsi yang ada di dalam Intelijen Negara dalam bab ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan beserta dengan ruang lingkupnya.

BAB III : Kerahasiaan Informasi Intelijen

Terdiri atas 3 Pasal, yaitu mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 9. Di dalam bab ini mengatur mengenai informasi Intelijen yang bersifat rahasia, masa retensi dari informasi Intelijen (termasuk dalam hal-hal tertentu informasi Intelijen dapat dinyatakan berakhir atau dipersingkat), dan macam informasi Intelijen yang dapat diakses oleh publik.  
BAB IV: Lembaga Koordinasi Intelijen Negara

Terdiri atas 6 bagian yang dirinci ke dalam 8 Pasal, yaitu mulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 17. Bab ini mengatur mengenai Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN) yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dan dan pengoordinasian Intelijen Negara, termasuk mengatur mengenai tugas, wewenang, serta wewenang khusus intersepsi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat untuk membiayai terorisme, serta segala macam gangguan yang mengancam kedaulatan negara. 
BAB V : Penyelenggaraan Intelijen Negara

Terdiri atas 6 bagian yang dirinci ke dalam 9 Pasal, mulai dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 26. Bab ini mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan Intelijen Negara, yaitu:  
· Penyelenggara Intelijen Negara, yaitu Intelijen TNI, Intelijen Polri, dan Intelijen Kejaksaan yang dapat menyelenggarakan fungsi Intelijen Negara.  
· Intelijen-Intelijen yang ada pada Kementerian, Lembaga Nonkementerian atau Pemerintah Daerah yang telah terbentuk selama ini hanya  mempunyai fungsi Intelijen terbatas pada bidang Penyelidikan.
Bagi masing-masing pihak tersebut wajib untuk berkoordinasi dengan LKIN dalam menjalankan fungsinya melalui pimpinan tertinggi dari masing-masing organisasinya. 
BAB VI : Personil Intelijen Negara

Terdiri atas 5 Bagian yang dirinci ke dalam  8 Pasal, mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 34. Bab ini mengatur mengenai Personil Intelijen Negara, yaitu mengenai hak dan kewajiban, sumpah atau janji, Kode Etik, Dewan Kehormatan Intelijen Negara yang dibentuk oleh LKIN yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara, perlindungan bagi para Personil Intelijen Negara dan mengatur mengenai rekrutmen dan pengembangan profesi.   
BAB VII: Pembiayaan

Terdiri atas 1 Pasal, yaitu Pasal 35 yang mengatur tentang penyelenggaraan Intelijen Negara yang dibiayai melalui APBN. 
BAB VIII: Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Terdiri atas 2 Bagian dan 2 Pasal, yaitu Pasal 36 dan Pasal 37. Bab ini mengatur mengenai pertanggungjawaban Intelijen Negara yang disampaikan kepada Presiden melalui LKIN. Kemudian DPR berhak untuk mengawasi kebijakan, kegiatan, dan penggunaan anggaran Intelijen Negara melalui mekanisme sesuai dengan yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan. 
BAB IX: Ketentuan Pidana
Terdiri atas 4 Pasal, mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Bab ini mengatur tentang pemidanaan bagi setiap orang yang sengaja ataupun lalai telah membocorkan informasi Intelijen, pemidanaan bagi Personil Intelijen Negara yang telah membocorkan informasi Intelijen, dan pemidanaan bagi Personil Intelijen Negara yang melakukan intersepsi komunikasi di luar fungsi Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan, serta pemberatan pidana 1/3 dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya kepada Personil Intelijen yang membocorkan kerahasiaan  Informasi Intelijen pada saat perang. 
BAB X: Ketentuan Penutup

Terdiri atas 5 Pasal mulai dari Pasal 42 sampai dengan Pasal 46. 

Demikianlah pokok-pokok dari RUU tentang Intelijen Negara yang telah selesai kami susun. Selanjutnya sesuai mekanisme penyusunan undang-undang yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR RI, kami dari Komisi I DPR RI menyerahkan RUU tentang Intelijen Negara kepada Badan Legislasi DPR RI untuk segera dilakukan  pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan. 
Sekian dan terima kasih. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya Robbal Alamin. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Jakarta, 29 November 2010

                                                                                Ketua Komisi I DPR RI
